BAB V

PENUTUP

l. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian akan permasalahan diatas maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Instagram dalam hal pembuatan akun sudah memperbolehkan
anak wusia 13-17 tahun untuk mendaftarkan diri sebagai
pengguna Instagram. Terkait dengan perlindungan yang
diberikan, terdapat suatu bentuk perlindungan berupa
pengaturan-pengaturan mengenai larangan mengunggah video
yang tidak sepantasnya untuk dilihat oleh anak, menyediakan
fasilitas pelaporan terhadap pelecehan seksual yang diterima
oleh anak. Selain itu, Instagram pun memiliki perlindungan
dalam bentuk pencegahan yakni fitur blokir, unfollow, hingga
fitur report yang menyebabkan kita tidak lagi dapat melihat
unggahan dan berinteraksi dengan akun yang bersangkutan.
Namun, Instagram belum cukup memberikan perlindungan bagi
anak terlihat dari masih banyaknya kasus-kasus yang
menjadikan anak sebagai korban. Karena ketika anak bergabung
dalam Instagram otomatis bergabung pula dengan orang dewasa
yang juga memiliki akun dan Instagram tidak membatasi konten
mana yang pantas dilihat oleh anak ataupun tidak. Tidak melulu
mengenai konten kekerasan dan pornografi, kecanduan bermain
gadget dan interaksi sosial anak pun seringkali menjadi dampak
negatif bagi anak dalam penggunaan media sosial Instagram. Hal
tersebut belum terdapat suatu pembatasan bagi anak yang
dilakukan oleh Instagram, seperti yang sudah dilakukan oleh
YouTube yakni membuat fitur khusus untuk anak bernama
“YouTube For Kids’.
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2. Hingga saat ini, pemerintah belum memiliki pengatuanan khusus
mengenai media sosial secara khusus, namun pemerintah sudah
memiliki perlindungan bagi anak sebagai pengguna Instagram
dalam bentuk perlindungan yang represif atau perlindungan
yang bersifat akhir serta perlindungan yang bersifat preventif
atau perlindungan yang bersifat mencegah. Perlindungan
represif ini akan terjadi ketika ada suatu laporan atau aduan yang
sampali ke pihak yang berwenang dalam hal ini polisi. Aduan ini
bukan hanya berupa laporan langsung di kantor polisi, namun
dapat berupa laporan dari direct message di Instagram yang
disampaikan ke akun resmi Kepolisian Republik Indonesia
(@/divisihumaspolri). Ketika sudah ada alat bukti yang cukup,
maka proses hukum akan berjalan dengan begitu akan membuat
efek jera bagi pelaku. Kemudian pemerintah pun dalam hal
perlindungan, memberikan perlindungan secara preventif yang
disalurkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Seperti dalam Pasal
57 yang menekankan apabila korban adalah anak, maka pelaku
akan diberikan pemberatan sanksi. Dengan begitu, pemerintah
pun sudah memberikan perlindungan terhadap anak yang
memiliki akun Instagram pribadi dalam hal ini sebagai pengguna

Instagram.

Saran

Melihat masalah yang begitu kompleks dan berdampak besar bagi anak,
untuk itu haruslah dilakukan pemecahan masalah, yaitu Instagram mulai
memberikan batasan mengenai konten-konten yang belum sesuai bagi
anak, seperti apa yang sudah dilakukan oleh sosial media YouTube.
Kemudian, alangkah lebih baiknya apabila Instagram menambah
pengaturan mengenai pencantuman tanggal lahir dalam pembuatan akun

Instagram, supaya dapat memberikan batasan yang lebih konkrit bagi
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anak untuk mendapatkan informasi yang sewajarnya. Selain itu,
pemerintah pun perlu lebih memberikan edukasi terhadap anak akan
bahaya dan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam
beraktivitas di media sosial Instagram, hal ini dapat bekerja sama
bersama dengan orang tua atau wali dari anak tersebut untuk saling
memberikan edukasi terhadap anak agar tidak terjadi lagi dampak
negatif terhadap anak yang bersumber dari Instagram. Seperti
contohnya edukasi bagaimana dampak dari berinteraksi dengan orang
tidak dikenal, dampak dari melihat gambar yang belum sepantasnya
untuk dilihat, serta edukasi lain yang sekiranya dapat membantu anak
untuk lebih baik dalam berakitivitas di Instagram.
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